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WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2020 - 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan 

prinsip terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan 

akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memajukan kondisi daerah; 

 b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, serta program 

Walikota Kediri perlu disusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta 

program perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-

2024; 

  SALINAN 
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Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

......0Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomer 6323); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Nomor 1 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur  Nomor 94); 

19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 

2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2012 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kediri Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2016 Nomor 43); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri                        

Nomor 133). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI 

dan  

WALIKOTA KEDIRI 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2020 – 2024. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Walikota adalah Walikota Kediri. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah 

pembangunan Kota Kediri. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota 

Kediri untuk periode 5 (lima) tahunan.   

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disebut 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota kediri. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah  yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 

1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Kediri dan DPRD 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab 

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. 

16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 
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18. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari 

waktu ke waktu. 

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah. 

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program. 

21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 

indeks pembangunan manusia. 

 

BAB II  

PEMBENTUKAN RPJMD 

Pasal 2 

(1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2020-2024. 

(2) RPJMD serbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 

visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota 

dan Wakil Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan 

mempertimbangkan RPJPD dan RTRW. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN RPJMD 

 Pasal 3 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai 

dokumen perencanaan daerah untuk memberikan arah sekaligus 

acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
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(2) Penetapan RPJMD menjadi pedoman dalam:  

a. penyusunan renstra perangkat daerah;  

b. penyusunan RKPD; dan  

c. penyusunan renja perangkat daerah.  

 

BAB IV 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut  

BAB I  :  Pendahuluan; 

BAB II  :  Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

BAB III  :  Gambaran Keuangan Daerah; 

BAB IV  :  Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; 

BAB V  :  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

BAB VI  :  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan 

Daerah; 

BAB VII  :  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah; 

BAB VIII  :  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

Bab IX  :  Penutup. 

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD  

 Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD.  

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan pembangunan secara berkala.  
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 6 

(1) Setelah RPJMD ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode 

berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, 

Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur.  

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota 

terpilih berikutnya. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Kediri. 

 

                                                                  Ditetapkan di Kediri  

pada tanggal 29 Oktober 2019      

WALIKOTA KEDIRI, 

ttd. 

ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

Pada tanggal 29 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                       ttd. 

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 11 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR  323-11 / 2019 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS  

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

             
ttd. 

 

YOYOK SUSETYO H.,S.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 

 

 



 

 

10 
 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR  11  TAHUN 2019 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2020 – 2024 

 

I. UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan 

menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan 

daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD).  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat 

(2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) 

dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala 

daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, 

RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif.  

RPJMD Tahun 2020–2024 adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode lima tahun setelah pelantikan Walikota Kediri dan Wakil 

Walikota Kediri, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Kota Kediri pada Tahun 2020–2024 yang harus 

dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel. 
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Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.  

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam 

penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 66 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
    
     

ttd. 
             

YOYOK SUSETYO H.,S.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 

 

 


